PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGAN YAR

NOMOR : ;5;,2 - TAHUN Q@@:}

!
| TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN AN GGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menirvnba’ng“ :

Mengingat

a.

KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA
: : : BUPATI KARANGANYAR,

bahwa dengan telah d1tetapkan Peraturan Pemermtah \Nomor

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketlga atas Peraturan
‘Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukarr

Protokoler dan Keuangan P1mp1nan dan Anggota Dewan

‘Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudu};an,
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota ‘Déwan

- Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar - ‘beserta i
- perubahannya perlu d1ubah kembali; ‘

bahwa tsehubungan dengan maksud tersebut perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

. Undang—undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
i Daerah daerah Kabupaten dalam L1ngkungan Prop1ns1 Jawa

Tengah . : :
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43,

B Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3363);

Undang—Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang |

'Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

~ Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor: 4286), '

S R
b



. Undang—Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang SUSunan dan
Kedudukan Majehs Permusyawaratan ‘Rakyat, Dewan B

Perwakllan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakﬂan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik “

: Indonesm Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Nomor 4310);

. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
'Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004’7

- Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesm !

Nomor 4355)

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

'Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesm Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara -

' Repubhk Indonesia Nomor 4389);

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan
Daerah ' (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 125

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- |

| Undangf Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan .

Pemerintah Pengganti Undang—Undang (Lembaran - Negara
Repubhk Indonesia Nomor 8 Tahun 2005); , -
Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan Daerah

\ »J(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 126, Tambahan

11.

12.

. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
~10.

Peraturgn Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketent‘ufan Keprotokdlan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara
dan Téfa Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

’Indonesm Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak
Penghasﬂan bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan

»Pens1unan ~atas Penghasilan yang dibebankan kepada

Keuangan Negara atau Keuangan ‘Daerah (Lembaran Negara

- Repubhk Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan ’
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

Peraturan " Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

v,chudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan ‘Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indone31a Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 4416), sebagannana telah diubah
terakhlr dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);




13.

’Pe’raturejm Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman

Penyusﬁnaﬁ Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

N (Lembafan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91,

14.

15.

16.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perar(uran‘ .
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Repubhkf'

Indone31a Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaranf’f

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 &-ﬁtahg
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhkf
Indones1a Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran,_,;,,,«

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578); :

Peraturan ‘Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Kabupaten Karanganyar Nomor 32 Tahun 2006 (Lembaran - "
‘Daer,ah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 5); ‘
‘ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran
dan Pertanggun.awaban Penggunaan Belanja | Penunjang
Operasmnal P1mp1nan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta

Tata - Cara Pengembahan ’I‘unjangan Komunikasi Intensif dan’

Dana Qperasmnal.
|

Dengan PersetUJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Menetapkan

dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

:PEBATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 1
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

Hop

:Daerahé Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 Nomor 1),
SCbagaiinana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah



Beberapa

Pasall

ketentuan dalam Peraturan ' Daerah Kabupaten;

Karanganyar Nomor 1 Tahun 2005 ‘tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan lepman dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Karanganyar ( Lembaran Daerah Kabupaten

Karangnyar Tahun 2005 Nomor 1 ) sebagaimana telah diubah |

; _terakhlr dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 tentang

. Perubahan

- Nomor 1
Keuangan

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
leplnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat -

Daerah Kabupaten Karanganyar d1ubah sebagal berikut:

1 Ketentuan Pasal 1 angka 15a dan angka 15b dlubah sehmgga

v berbuny1 sebaga1 berikut : -
‘15a Tunjangan ‘Komunikasi Intensif' adalah uang yang

: d1ber1kan kepada lepman dan Anggota DPRD setiap

' bulan dalam rangka mendorong pemngkatan kmerja

, P1mpman dan Anggota DPRD. '

- 15b.- BelanJa Penun_]ang Operas1onal Punpman adalah dana
e yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk

rhénunjang kegiatan operasional yang berka1tan dengan

representa31 pelayanan, ‘dan kebutuhan lain guna “
melancarkan pelaksanaan tugas lepman DPRD sehan—' '

ha.rl

. Ketentuan Pasal 10 A ayat (2) thapus sehmgga Pasal 10 A B

i" —Ttberbuny1 sebaga1 benkut v
‘ ot Pasal 10 A
Selam penghasﬂan sebagalma_na dlmaksud dalam Pasal 10
kepada lepman dan Anggota DPRD deenkan penenmaan
| lam berupa TunJangan Komunﬂ«:as1 Intensif.

3 ;;Ketentuan Pasal 14 A dlubah sehlngga berbuny1 sebagai

benkut
; Pasal 14 A

| ( 1) TunJangan Komunikasi Intensif sebagmmana dlmaksud )
| dalam Pasal 10 A Peraturan Daerah ini diberikan kepada_f

P1mp1nan dan Anggota DPRD dengan mempertxmbangkan
kemampuan keuangan daerah.

2) Ketentuan lebih  lanjut I mengena.t pengelompoka.n :

kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
: pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut sesuai dengan
!
ketentuan yang berlaku




!

4. Ketenti;an Pasal 14B dan Pasal 14 C dihapus.

. Pasal 14 D dlubah men_]adl Pasal 14 B sehingga berbunyl‘
, sebagal benkut

‘ Pasal 14 B
Tunjangan Komunikasi Intensif sebagalmana dimaksud dalam
Pasal 14 A Peraturan Daerah ini dlbayarkan terhltung mulai

oy tanggal 1 Januari 2007.

. Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dlubah sehingga Pasal 15 berbuny1
‘ sebaga1 benkut :
e L | Pasal 15
o (1) Pajak Penghasﬂan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD
: atas penghasilan sebagalmana dimaksud dalam pasal 10
: dlbebankan pada APBD.
{2) PaJak Penghasﬂan Pasal 21 lepman dan Anggota DPRD
atas penenmaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 A Peraturan Daerah ini dibebankan kepada yang
be;‘sangkutan sesuai dengan_ ketentuan = Peraturan -
Perlglndang-undangan di bidang per_pajakan.

; D1 antara Pasal 24 dan Pasal 25 dls1s1pkan 4 (empat) pasal

~ baru, yakni Pasal 24A, Pasal 24 B, Pasal 24 C dan Pasal 24 D

sehmgga berbunyi sebaga1 berikut :
g . Pasal24A

" Selain belanja penunjang  kegiatan~ ‘sebagaimana - dlmaksud

dalam Pasal 24, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanjav :
| ‘Penunjang Operasmanl Pimpinan setiap bulan dbngan
mempertlmbangkan kemampuan keuangan daerah
‘ sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 14 A Peraturan Daerah ini
| yang besamya diatur sesuai ketentuan yang “berlaku.

!

| . Pasal24B
BelanJa Penun;ang Operasional lepman DPRD sebaga:mana
: dlmaksud dalam Pasal 24 A disediakan terhitung mulai tanggal A
1 Apnl 2007 ‘ ' ‘
r; Sh e Pasa124C S
' Penggunaan BelanJa Penunjang Operasmnal lepman :
sebagmmana dimaksud dalam Pasal 24 A ‘berdasarkan
perumbangan kebijakan lepman ~ DPRD dengan
memperha_ukan asas manfaat dan efes1ens1 dalam rangka
| mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD
sehan—han dan tldak untuk keperluan pnbad1 ;
; E R ~



M S : Pasa124Df'ki S
‘;‘Pengganggaran dan pertanggung;awaban penggunaan Belanjai :

‘ Penunjang Operasmnal P1mp1nan sebagalmana dlmaksud

b ‘dalam Pasal 24 A Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut

Sl , sesual dengan Peraturan Perundang—undangan yang berlaku

D1 antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26 dls131pkan 1 (satu) ayat: Y
‘ yakm ayat (3a) dan ketentuan Pasal 26 ayat (4) dlubah £
T sehmgga Pasal 26 berbunyl sebagal benkut

' Pasa126 R bt
; (1) Sekretans DPRD menyusun belanja leplnan dan Anggota",?" |
| DPRD ‘yang terd1r1 atas penghas1lan, penerimaan  lain, e
tunjangan PPh Pasal 21 dan tunJangan kesejahteraan serta « -
| belan_]a penunjang keglatan DPRD yang d1formu1a31kan ke -
R dalam Rencana Kexja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
vDaerah Sekretans DPRD ' EAR ' '

(2) BelanJa lepman dan Anggota DPRD Sebé'gaimana' '
~ dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 108, Pasal 20, Pasal 22
dan Pasal 23 dlanggarkan dalam Pos DPRD 5

e i e g I UT SRR S et PO LA R T

(3) ’I‘unJangan Kesejahteraan P1mp1nan dan Anggota DPRD e
g sebagaumana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal’ 18
/"dan Pasal 21 serta Belanja - Penun_]ang Keglatan DPRD
sebagalmana dlmaksud Pasal 24 ayat (2), dlanggarkan‘ 7
,dalam Pos Sekretariat DPRD yang dluaralkan ke dalam Jems .
—belanja sebaga1 berikut : T g ‘
a. Belanja Pegawal
b. BelanJa Barang dan Jasa;
- c. Belanja Modal
(3a) BelanJa : ‘Penu’njang Operasmanl ‘Pimpinan 'DPRD
s sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 24 A d1anggarkan ;
dalam Pos Sekretarlat DPRD ‘ i
(4) Sekretans DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan :
ketentuan Peraturan Perundang—undangan di- bidang -
pengelolaan Keuangan Negara i




V2

| Pasal II
E , ,
Peraturan Daerah ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan ;

Agar setlap orang dapat mengetahulnya memermtahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
. dalam Lqmbaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Dltetapkan d1 Karanganyar ;
pada tanggal ?‘* MQL”’ é@OTTf%‘ o -

- BUPATI )

‘| Hj. RINA IRIANI SRI RAPNANINGSIH,S.Pd.,M.Hum

Dlundangkan d1 Karanganyér ~

.pada tanggal’ L 7 e

- SEKRETARI} DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

. KASTON{).

) LEMBARAN DAERAI/ UPATEN KARANGANYAR TAHUN 2005\ NOMOR ;-2




 PENJELASAN
: ATAS L :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 32 TAHUN zogé,
| - 'TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
'NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
| KABUPATEN KARANGANYAR

L PENJELASAN UMUM | .
Peraturan Daerah ini dlmaksudkan untuk mengubah beberapa
ketentuan‘ Peraturan Daerah ‘Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan

‘ Protokoler dan Keuangan lepman dan Anggota Dewan Pcrwakﬂan Rakyat
‘ B - Daerah sebagalmana telah dlubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah -
e - Nomor | 32 Tahun 2006 Perubahan tersebut dalam rangka mendorong

penmgkatan kmerja Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah dan menmptakan
kOIldlSl somal ekonorm Negara yang ba1k dan seimbang. '

Selain penenmaan penghasﬂan yang ‘selama ini d1ter1ma oleh Pimpinan

~dan Anggota DPRD dalam Peraturan Daerah ini menetapkan pemberian
TunJangan Komumkam Intensif setlap bulan yang dlgunakan untuk kegiatan |
menampung dan menjarmg aspn‘as1 masyarakat Khusus kepada Pimpinan

DPRD secara kolektlf dlsedlakan Belanja Penun}ang Opcrasmnal tugas .

m — P1mp1nan DPRD. =742 ;»;v NI LU s
. Pemberian Tunjangan K{)mumkam Intensxf bag1 lepman dan Anggota
o DPRD - serta Belan_}a Penunjang Operasional mepman DPRD
. R mempert1mbangkan kemampuan keuangan daerah yang dlkelompokkan
.dalam 3 (tiga) kelompok yakni daerah dengan kemampuan keuangan daerah
% tlnggl, sedang dan rendah ‘Selain  itu pcnyedlaan Belanja Penunjang
Operasmnal lepman DPRD mempertnnbangkan prinsip kesetaraan.
Con ~Prinsip kesetaraan dicerminkan dan adanya - kesetaraan - Kepala ;’ s
" Daerah/ Wakﬂ Kepala Daerah dcngan lepxnan DPRD yang masmg—masmg :
memperoleh -dana operasmnal Sejalan dengan itu penggunaan Belanja
Penunjang Operas:onal Pimpinan DPRD éldasarkan atas pertimbangan
p1mp1nan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efesien dalam

" rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas plmpman DPRD seharl— . |

b
7

han dan tidak untuk kepentmgan pnbad1 ;

II PASAL DEMI PASAL
' Pasal 1 o
: Angka 1 =
‘ Cukup Jelas 7




Lo '-'»Angka2"
/. pasalloA | ,
S e Cukupjelask“r '
AngkaS P
Pasal 14A . ,
' Cukupjelas |

‘ »,,"'Angka4 ,
S Cukupjelas i
e ) /Angka 5 |
~ Pasal14B
B Cukupjela‘s_
i kv-.)Angka6 [
' Pasal 15 .
PR i Cukup J_elas :
R S Pasa124A ‘ ' : ,
k. . i . Yang dlmaksud dengan “dlsedlakan “ adalah penyediaan
: e TR Vanggaran dalam Pos_ Sekretanat DPRD yang hanya dapat -
) dlgunakan ‘apabila dlperlukan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas | plmpman DPRD sﬁehanfhan dan- tidak untuk
kepentmgan pmbadl e ' '
Pasa124B g L
Cukup Jelas e
Pasal24C é e
Cukup Jelas

ekt Pasal 4B ;_R:‘ i e et et e
‘ : Cukup Jelas |

s S Angkas .
'  §'] | Pasal 25
L Cukupjelas
‘*';A’n'gkag R
B Pasal 20A
, Tk Cukup Jelas
Pasal I
» CukupJelas , ' e - o |
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR ............ PEUTR Lt




